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Vonis Setnov Penuh Kejanggalan

Sambungan darf hal 1

Selain itu, hakim menolak
eksepst KPK atas keberatan
mengujistatus penyelidik dan
penyidik dan dalil permoho-
nan Novanto yang sudah me-
mastld substansi pokok perke-
ra. Hal ftumenjadi kejanggalan
berikutnya. :

Lola mengatakan, keabsahan
dan konstitusionalitas pengeli
dik dan penyidik independen
KPK sudah ditegaskan oleh
Mahkamah Keinstitusi melalui
Putusan Nomor 103/PUU-
XI11/2015. "Namun hal ferse-
but tidak dipertimbangkan
oleh Hakim, padahal putusan
tersebyt menglkat sebagl nor-
ma hukum atas peraturan pe-
rundang-undangannya yang
diugi materilkan,"kata Lola,

Ketiga, hakim menunda men-
dengarkan keterangan ahli
Toknologi Informasi Univer-
sitas Indonesta, Bob Hardian
Syahbudin yang diajukan KPK.
Pihak Novanto' bersikeras
bahwa hal yang ditanyakan
KPK kepada Bob merupakan
substansi perkara, Bob se-
belumnya juga pernah mem-
berikan keterangan tertulis
pada proses penyidikan korup-
i e-KTP. Namun, hakim me-
ngabulkan permintaan pihak
pemohon untuk menunda
mendengar keterangan Bob.

Kejanggalan keempat, kata
Lola, yakni hakim mengabai-
kan permohonan intervensi
yang diajukan Masyarakat Anti

Korupsi Indonesia (MAKI) dan
Organisasi Advokat Indonesta
(OAT) di awal persidangan.
Alasannya, permohonan terse-
but belum terdaftar di dalam
sistem informasi pencatatan
perkara, Padahal, MAKI telah
mendaftarkan gugatan sebagat
pemohon intervensi sejak 6

 September 2017, seminggu se-

belum sidang, "Gugatan inter-
venst tersebut sejatinya me-

nguatkan posisi KPK, namun
akhimyatidek diperhitungkan'

oleh Iakim, kata Lola.

Selanjutnya, terkait pertany-
aan hakim kepada ahli yang
dihadirkan KPK mengenat ke-
lembagaan antirasuah yang
sifatnyaad hoc, Padahal, tidak
adamaterisidang praperadilan
yang berkaitan dengan hal ter-
sebut. Lola menganggap per-
tanyaan hakim tidak pada
tempatnya seliingga patut dip-
ertanyakan maksudnya mem-
pertanyakan soal itu.

Terakhir, adanya laporan ki
netja KPK selama sepuluh ta-
hun yang didapatkan pihak
Novanto dari panitia khusus
hakangket KPK. Padahal, yang
berwenang mefigeluarkan do-
kumen itu adalah Badan
Pemeriksa Keuangan, Attinya,
dokumen yang dihadirkan
Setnov di sidang tersebut ada-
lahllegal. ;

"Dokumen ini diduga dipero-
leh tanpa melalui mekanisme
yang sah; karena dokumen
tersebut diperoleh dari Pansus
Angket KPK, bukan dari lem-

baga resmi yang seharusnya
mengeluarkan,’ kata Lola.

Seperti diketahui, hakim
Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan mengabulkan gugatan
praperadilan Setya Novanto.
Dengan demikian, Ketua DPR
itu kini tidak lagi berstatus se-
bagai fersangka kasus dugaan
korupsi e-KTP. “Mengabulkan
permohonan pemohon untuk

* sebagian,"kata hakim tunggal

Cepi Iskanday, saat membace-

kanvonis di Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan (29/3),

Hakim menilai hahwa pene-
tapan Novanto sebagai ter-
sangka ofeh KPK tidak sesuai
dengan prosedur. Berdasarkan
hal tersebut, hakim memutus-
kan bahwa penetapan tersang-
katerhadap Novanto tidak sah,

Dalam gugatannya, Novanto
mencantumkan 6 poin permo-
honan (petitum). Salah satunya
adalah meminta agar pengadi-
lan menyatakan penetapan
tersangka KPK terhadap di-
rinya adalah tidak sah. Selain
itu, Novanto juga meminta

pengadilan agar KPK meng-

" hentikan penyidikan terhadap

dirinya. Setya Novanto akhir-
nya menanggalkan status ter-
sangkanya usai hakim Cept
mengabulkan preperadilannya
yang diajukannya di Penga-
dilan Negeri Jakarta Selatan,

Menanggep bebasnya Setnov
Koordinator Masyarakat Anti
Korupst Tndonesia (MAKI)
Bojamin menuturkan, bahwa
pihakiiya mengormati putusan
hakim, Setujuatau tidak setuju
terhadap putusan hakim Gepf,
sebagai warga negara, keputu-
san tersebut harus harus di-
anggap benar.

Selanjutnya pihaknyamende-
sak KPK untuk segeta mener-
bitka surat perintah penyidi-
kan (Sprindik) baru pada
minggu'depan tanpa harus
bitru-buru menetapkan ter-
sangka. "Untuk menetapkan
tersangkalagi, KPK harus me-
netbitkan Sptindik baru deng-
an memulai penyidikan dai
awal dan penetapan tetsangka
di akhir penyidikan," ujar

Boyamin kepada INDOPOS,
kemarin,

Boyamin mencontohkan ka-
sus Sernov ini juga pernah ter-
jadi pada mantan Walikota
Makasar Itham Aried Sirajudin,
dimana setelah KPKkalah pra-
peradilan kemudian menerbit-
kan sprindik baru. Sedangkan
praperadilan melawan KPK
yang digjukan MAKL.di PN
Jaksel, berkenaan dengan per-
kara eKTP terhadap Setnov,

tetap dijalanin. Rencananya

akan dimulai Senin 2 Oktober
2017 mendatartg,
Secaratetpisah, Koordinator
Tim Advokasi Pejuang Anti
Korupsi (TAPAK) Indonesia
Ade Trfan Pulungan mengata-
kan, hakim tunggal Cepi Is-
kandar terkesan bagaikan juru
bicara dari pihak pemohon
yarg tidak lain adalah Setnov.
Unglapan tersebut didasari
pertimbangan dari Cepi Iskan-
dat yang terkesan menyoroti
prosedur dan SOPKPK dalam
menetapkan Seftiov sebagai
tersangka. “Dia (Cepi, red) juga

beralasan bukti yang diajukan
KPK bukan berasal dari tahap
penyelidikan dan penyidikan
petkara Novanto, kata Ade
Irfan kepada INDOPOS.

Kemudian, Ade Iyang juga
pengacara terseut menyayang-
kan dalam memutuskan prape-
radilan ini, Cepilskandar tidak
mempertimbangkan kerugian
negara yang sangat besar dan
efek dari korupst e-KTP.
Apalagi dalam kasus ni dilaku-
kan secara berjamaah atau t-
dak hanya satu orang,

“Nama Novanto juga seting
disebut oleh saksi-saksi dalam
kasus ini, Bahkan, Irman dan
Sugiharto yang telah berstatus
terpidana pernah menyebut-
kan nama Novanto, wjarnya.

“Inadalah kasus korupsi pa-
ling besar dengan kerugfan
negara mencapai Rp 2,3 Tri-
[liun, Hak-hak masyarakat kita
untuk mendapatkan identitas
berupae-KTP juga dirugikan di
sini) sambungnya.

Selain itu, Ade Irfan berharap
dan mendorong KPK segera

mengambil tindakan tegas be-
rupa mengeluarkan sprindik
(surat perintah penyilidikan)
baru dengan pertimbangan
diduganya keterlibatan Setnov
atas kasus e-KTP.

Karena menurutnya apabila
KPK tidak mengambil tindakan
tegas, maka praperadilan akan
menjadi angin segar bagi para
tersangka KPK dalam melepas
jeratan. hukum serta stigma
masyarakat hukum tumpul ke
atas dan tajam di bawah' akan
terus berkembang,

Lebih lanjut, saat ditanya
apakah Hakim Tunggal Cepi
Iskandar bakal dilaporkan ke
Korist Yudisial, Ade Irfan pun
mengungkapkan, pihaknya
sedang mempelajari hal terse-
but, "Mudah-mudahan kepu-
tusan ini merupakan atas per-
timbangan dari pemikiran Cepi
Iskandar sendiri, Karena kalau
sampai putusan tersebut di-
karenakan adanya pengaruh
dari pihak lain, maka kami
kan segera kami laporkan,
tandasnya. (nug/jaa/arp)
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